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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) dan
Pasal 46 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun
2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat tentang Prosedur Operasional Standar

Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang

Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara
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Menetapkan

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 249);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat
SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana
penyediaan Air Minum.

2. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan
dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan

sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar
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manajemen untuk Penyediaan Air Minum kepada
masyarakat.

Prosedur Operasional Standar yang selanjutnya disingkat
POS adalah petunjuk tertulis mengenai proses kerja
dalam pelaksanaan tugas Pengembangan SPAM dan
Pengelolaan SPAM.

Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan
terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM
dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan
kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru,
peningkatan, dan perluasan.

Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan
terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana
SPAM  terbangun yang meliputi operasi dan
pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya
manusia, serta kelembagaan.

Air Baku Untuk Air Minum Rumah Tangga yang
selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari
sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut
yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku
untuk Air Minum.

Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan
atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat
kesehatan dan dapat langsung diminum.

Proses Bisnis adalah suatu kumpulan aktifitas atau
pekerjaan yang terstruktur yang terkait untuk
menghasilkan produk atau layanan tertentu.

Model Prosedur adalah acuan bagi BUMN, BUMD, UPT,
atau UPTD untuk menyusun POS pada wunit kerja
masing-masing.

Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPAM yang
selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang
dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan
Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh negara.

Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang
selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang
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(1)

(2)

dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan
Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh daerah.

Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPAM selanjutnya
disebut UPT adalah unit yang dibentuk khusus untuk
melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM
oleh Pemerintah Pusat yang bersifat mandiri untuk
melaksanakan tugas teknis operasional tertentu
dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi
induknya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM
selanjutnya disebut UPTD adalah unit yang dibentuk
khusus untuk melakukan sebagian kegiatan
Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai
wilayah kerja satu atau beberapa daerah
kabupaten/kota.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2
Untuk memenuhi standar teknis Penyelenggaraan SPAM
harus disusun POS.
POS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. POS Pengembangan SPAM; dan
b. POS Pengelolaan SPAM.

Pasal 3

POS Pengembangan dan Pengelolaan SPAM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digunakan sebagai pedoman
penyusunan prosedur operasional standar oleh BUMN,

BUMD, UPT, dan UPTD.
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BAB II
POS PENGEMBANGAN SPAM DAN POS PENGELOLAAN SPAM

Bagian Kesatu

POS Pengembangan SPAM

Pasal 4
POS Pengembangan SPAM terdiri atas:
a. POS pembangunan baru,;
b. POS peningkatan kapasitas; dan/atau

c. POS perluasan.

Pasal 5
POS pembangunan baru SPAM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a dilakukan untuk memastikan kebutuhan

Pengembangan SPAM terpenuhi.

Pasal 6
POS peningkatan kapasitas SPAM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk meningkatkan
kapasitas SPAM melalui modifikasi unit komponen sarana dan

prasarana terbangun.

Pasal 7

(1) POS perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf c¢ dilakukan untuk memperluas cakupan
pelayanan Air Minum kepada masyarakat.

(2) POS perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. POS pemasangan sambungan baru; dan
b. POS pemutusan dan penyambungan kembali

sambungan pelanggan.

Pasal 8
Panduan penyusunan POS Pengembangan SPAM

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam



